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ABETRAK

Perkawinan adalah ikatan lahic batin antars seorang pria dan wanila sehagai stami istri
vang berwjuan untuk membeniok keluarga vang sejahters dan kekal  berdasarkan
Kelehanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 UL Ne.l Tehun
1574, Mamun biasanya dalam perkawinan skan menimbulkan perselisitan antara suami
istri yang dapat berakhir dengan perceraian, Disini perceraian juga tidak luput dari mercka
vang berprofesi sebagai pegawai negeri siptl. Yang mana di dalam setiap perceraian akan
menimbulkan hak terhadap istri dan anak vang hams diberikan oleh suami, Dalam
mengures permohonan perceraian scorang pegawai negeri sipil harus mempunyai surat ijin
permahonan cernn terlebih dahulu dari atasannya, Jika telah memperolch surat ijie i
barulzh permaohonan pereersian dapat digjukan kepada Pengadilan. Adapun masalah vang
diangkat @ |. Dagaimana prosedur pelaksansan dari peraturan pemerinyah nomor 43 @hun
1950 dalum mengatur perceraian Pegawsi negeri Sipil i Kota Solok. 2. Bagaimana
pembagian hak istri dan anak setelab percersian terjadi bagi Pepawai Negeri Sipil di Kota
solok. 3. Apa kendala yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil di Solok dalam
menggjukan perceraizn. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan
penclitian kepustakaszn dan penelitian lapangan ke Penpadilan Agama dan Badan
Kepegawaian Dasrah Selok dalam  menyelesaikan  penulisan skrpst dengan judul
“Pelaksanazn PI' no.43 whun 1990 tentang perceraian bagi pegawai negri sipil serta hak
istri dan anak setelab perceraian ( study di pengadilan agama solek 3, Dari hasil penelitian
tersebut didapatkan bahwa peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang menjadi acuan
dalam perceraian pegawai negri sipil ini sudah terlaksana sesua dengan yang terjadi di
Solok. Dising sesudah perceraian tejadi isiri skan mendapatkan sepertipa bagian dari gaji
suami dan anak jugs akan mendapatkan sepertiga bagian gaji ayahnva, tatapi jika tidak
mempunyai angk istri akan mendapat setengab dari gaji suami. Tetapi untuk mengurus
perceraian pegawai negri sipil ini memerlukan wakiu yang sangat lama dan prosedur vang
sengat panjang sehingga mempersulit seorang pepawai neeri sipil ini bereerai dikarenskan
din atasan ini sangat sulit didapar. Untek ity bagi seseorang vang berprofesi schagai
pegawal negri sipil haruslah herpikic dua kali untuk mengajukan percecaian. Karens itu
fendaknya peckawinan it harus dijaga sebaik munghin karens skan berdampal burnsk bagi
supmi, istri terutama anak yang akan menjadi korban perceraian ini. Karena porceraian
orang tua ini akan sangat berpengarch pads anak terutama ketika si anak beranjak remaja.
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TINJAUAN PUSTAKA

A, Tinjavan Umum Mengenai Perkawinan

. Pengertian perkawinan
Nikah arinya perkawinan sedangkan agad artinva perjanjian. Jadi akad
nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan dis dalam perkawinan antara
seorang pria dan wanita membentuk keluarga kekal (sbadi) dan bahagia. Suei
disini mempunyai arti unsur keagamaan atau Ketuhanan Yang Maha Ese.” Disini
rengertian perkawinan adalah ikatan lahie batin antara searang pria dan wanita
sehagal suami sl yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan
zekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maba Esa. Pengertian perkawinan menurut
ULl Mo.1 Tahun 1974 ini bukan banya merupakan sekedar dari suatu perbuatan
hukum saja, tetapi juga merepakan suaty perbuatan keagamaan, oleh karenanya
sah atau tidsknya suatu perkawingn digantungkan sepenuhnya pada masing-
masing agama dan kepercayasn yang dianut rakvat Indonesia. Untak lebib
elasnya dapa kita lihat dari beberapa ayat dari kitab suci Al-Quran, Salah satunya
Firman Allab SWT dalam Surst An-Nahl ayat 72 yang mengatakan:
“Allah menjadikan bagi kamu istri-istn dar jenis kamue sendiri dan
menjadikan bagimu dari istri-isti kamu it anok-anak dan cucu-cucy dan

mermberikan kamu rezeki dari yang baik-haik™ !

“rdohd 1dris Ramulyo, Hukem Perdawinan Idom Bumi Aksara, Jakans, 19ud him 1.
* abdul Rahman Ghazali, Figh Musehaiar, Kencana, Jakaria, 2008, il 13
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FENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Per.kawiuan adalah scbuah Institusi vang sangat penting dulam suatu
masvarakat. karena dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan ikatan
veng sah antera scorang laki-laki dengan seorang wanita, Gunanva adalah untuk
mensyahkan suatu hubungan hukum antara secrang laki-laki dengan seorang
wanita, dengan maksud wntuk  menghindari penyimpangan  sualuy  peraturan
hukum.' Perkawinan adalah ikatan lahir bstin antara scorang pria dan wanita
sebayal suami 1l yang bertajuen untuk membentuk keluarpa vang sejahlera dan
kekal berdasarkan Ketubhanan Yang Maha Esa vang dasar hukumnya adalah Pasal
| Undang — Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan,

Tujuan serta syarat perkawinan adalsh untuk membentuk rumah tangga
vang kekal. bahagia dan sejahlera, namun didalam sebush perkawinan biasanya
dapal menimbulkan suane persoalan ataupun permasalahan vang san aat kampleks.
fika dalam perkawinan itu tidak logi menimbulkan kebahagraan dan kedamaian
bagi suami st sehingga menimbulkan permasalahan yang  Gdak dapat
diselesaikan lagi olebh soami istri maka jalan terbaik yang dapat ditermpuh adalah

dengan perpisahzn antara suami istd atau disebut déengan  perceraizn, Dan

]
rerceraian hanva  dibenarkan pada  keadaan vang  benar-benar tidak  Tisa

dipertahankan Jagi

: mirpponghe arocam-niarase perkawingn, dlakses pada harl Kamis 1angeal § Okiober
200 1600 WIR
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Banyaknya problematika dalam perkawinan yang menvebabkun terjadinya
percerainn ddari berbagai kalangan tidak luput dard mereka vang berasal dari
kalangan Fegawai Negerl Sipil, karena Pegawai Negeri Sipil ini meropakan
apargiur Negara, abdi Negara dan abdi musvarakat vang menjadi tauladan
masyarakal sekitamya, untuk it pemeriniah telah membuatkan szt Pperuluran
tentang izin perkawinan dan percersian bapi Pegawai Negeri aipil yaitn yang
dituzngkan dalam Peraturan Pemeriniah No43 Tahun 1990 perubshan alas
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Tein Perkawinan dan Perceraian
bagi Pepzwai Negen Sipil. Adapun yang menjadi salah salu syarat perceraian
Pegawai Megri Sipil vang berbeda dengan yvang lain sebagaimana yang terdapat
dalam pasal 3 Persturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 19490 tentang [zin
Perkawinan dan Perceraian Pegawal Negeri Sipil bahwa -

“Pegavwai Negeri Sipil yang ingin mengainkon perceraian waith mendapar izin
ferlehit datlu dari pefabat dalam berbentul fermdis dan dalam hal Pepawai
Negeri yang herbedndukan sebagal pengsmieat Qfaunun fevgmigal mereka horus
memperolelr dzin dan mengaiukan  perminioon  secara teriniis dan  sural
pertinlaan iZi il harus mencomtumban alasan yang vang lengap "

Karena prosedur yang telah diterapkan ini men gakibatkan seorany pegawai
negert harus benar-benar mempertimbangkan permohonaniyva untuk mengajukan
perceraian itu. Dan jika terjadi perceraian dapat mengakibatkan pembagian pada
hiak anak dan hak istri setelah perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kebendak
Pegawai Negeri Sipil pria ia wajib menyerzhkan sebagisn pajinva  untuk
kehidupan istei dan snak-anaknye. Tetapi bila perceraian tersebut terjadi karena
kehendak istri maka sctelah perceraian istri tidak akan mendapat hak atas sebagian

s21i suamt. Dan semuanya sedapal mungkin berjalan sesuai dengan prosedur yang
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lelah ditetapkan dalam peraniran pemeriniah tersebut’ setiap pengadilar akan
menerapkan aturan yang sama sesuai dengan peraturannya masing-masing dalam
hal memutuskan setisp perkara, bepitu juga denpan petkama percerniun. I'ara
hakim tidak dapat hepity saja memuluskan seliap perkara perceraian tanpa
mempertimbanghan alasan-alasan yang jelas denpan berbagai pertimbangan vang
ada.

Dalam hal masalsh perkawinan dan perceraian seorang Fepawal Negeri
51pil harus berpedoman pada aturar-aturan yang berfaky sebagaimana telah
dibuatkan dalam Persturan Pemerinish Nomor 45 Tahun 1990 vang merupakan
perubaban dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19%3 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini. Pegawai Megeri Sipil
vang melakukan pereeraian ind jupa ditermukan di Kota Solok. Sesysi dengan
ketentuan yang berlaku, semua Pegawai Negeri Sipil di Kota Salok harus tunduk
pada Persturan Pemerintah Nomeor 45 Tahun 1990 dalam melskukan prerkawinan
maupun perceraian mereka, Karena it perceraian vang dilakukan oleh Pegawai
Negerd Sipil di Solek juga harus mempertimbanagkan hal-hal vang harus ditempuh
sesual dengan peraturan pemerintah yang telah ada. Di Pengadilan, seorang hakim
tidak dapat begitu seia memutuskan setiap perkara percersian terutama bagt
Pegawai Negeri Sipil, setiap erang vang akan bercerai akan dicarikan Jalan damai
bagl mereks, tetapl jika jalen damai tersebut tidak dapa ditempuh barulah mereka
“apat mengajukan  gugatan  perceraizn  dengan memperimbanckan  alasan-

IASANNYA.

* Fauzan. Hikuee Kepegeovaian, BT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2000, him. 20,
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Dari hasil penelitian sementara sava di Pengadilan  Agama  Solok,
ditemukan banyaknya kasus perceraian Pegawai Megeri Sipil setiap tahunnyg
vang masuk ke Pengadilan Apama terschut. Dengan dibuatkannya Permturan
[-‘em&rin;ah Mo. 45 tahun 1990 (entang Ixin Perkuwinan dan Perceraian  Dagi
Pegawai Negeri Sipil ini dapat mempersulit Pegawal Negeri Sipil ilu uniuk
melakukan perceraian. Dan disini Pengadilan Apama Solok tidak mengatur hak
151 dan anak melainkan yang mengaturnye adalzh instans; tempal dimana mereka
masing-masing bekerja. Dalam proses perkara perceraian bagi Pegawai Negerd
Sipil di Penpadilan Apama Solok  dalam mengikuti pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ind
adanya kendala-kendala vang dialami aleh Pegawai Negeri Sipil ini sehingga
mempersilit Pegawal Nepen Sipil dalam mengurus PEOSES Perceraian.

Mengacu pada alasan tersebut maka penulis tertarik uniuk mengangkat
llizan ini dan mengambil judul “PELAKSANAAN PP NO. 45 TH 1990
TENTANG PERCERAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA HAK
ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN™ (STUDI KASUS 11

FENGADILAN AGAMA SOLOK)
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PENUTUP

AL Kesimpulan

i

£a

Prasedur pelakssnaan peerceraizn bagi Pegawal Negeri Sipil vang terjadi
di Kota Selok sudah sesuai denpan prosedur yang telah ada, Dimana unmk
mengurus  perceralan i Pepawal  Negeri Sipil  mengmjukan  suran
permohonan izin kepada stasanys yang mana akan dilanjuikan kepada
Sekretaris Dacrah untuk dilakukan sidang ofeh Majelis Permusyawaratan
Pegawai, jika telah menemukan hasil akhimya barulah diserahkan kepada
wali kota untuk menyetujui surat permoehonan pEFCeraian ind,

Dalam pembagian untuk hak st dan anak sctelah percerian terjadi di
Solok instanst tempat Pegawai Negeri Sipil bekerjalah yans  akan
memberikannya. Tetapi Badan Pengawas Daerah vang akan membagi
seberapa banvaknyva bagian untuk sua:ﬁi. istri dan anak ini. Biasanva isiri
akan mendapal sepertiga bagian dari paji suami dan snak jaga akan
mendapat sepertiganya gaji avahnya. Dan jugs anak akan mendapatkan
biaya untuk pemeliharaan anak, sekolah snak sampai anak beranjak
dewasn yang akan discrahkan kepada isti atau kepada anak yang
bersanghutan langsung. Jika terjadi perceraian khususnya pada Pepawsi
Megent Sipil hak asub anak bissanya akan jatuh pada istrifbunva sendiri.
Jika snak telah dewasa anak dapat menentukan sendiri untuk ikut ayah
wlay Thunya, fetapi biasanya anak skan lebih memilih ontuk ikut ibunya,

karena anak bizsanya lebih dekat dengan ibunva.
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